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Kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang melakukan kegiatan yang 
dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu 
bentuk kegiatan muamalah adalah sewa-menyewa. Sewa menyewa merupakan 
penukaran suatu manfaat dengan jalan memberikan imbalan atas jasa dalam 
jumlah tertentu, pada dasarnya sewa menyewa yaitu pengalihan hak manfaat atas 
barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa. Seperti halnya sewa menyewa 
lahan parkir beserta ruko yang ada di Pasar Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo 
Kabupaten Lampung Selatan. Sewa menyewa lahan parkir beserta ruko yangyang 
dilakukan oleh pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Permaslahan 
dalam sekripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan pemanfaatan lahan parkir yang 
telah disewakan di Pasar Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan ? 
Dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan pemanfaatan lahan 
parkir yang telah disewakan di Pasar Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo Lampung 
Selatan ? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik 
pemanfaatan lahan parkir yang telah disewakan di Pasar Sidomulyo dan untuk 
mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pemanfaatan lahan parkir 
yang telah disewakan di Pasar Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo Lampug 
Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, 
karena metode kualitatif merupakan metode analisa data yang bertujuan untuk 
memahami fenomene ata gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan 
berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial dalam 
bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan teori. Metode 
berfikir dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu 
mempelajari suatu gejala yang umum untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang 
berlaku di lapangan mengenai fenomena yang diselidiki. Metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah metode oservasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Berdasarkan 
penelitian ini dapat dikemukan bahwa akad sewa menyewa yang terjadi di pasar 
Sidomulyo merupakan akad yang dilakukan secara lisan, dan suka sama suka. 
Dengan demikian rukun dan syarat akad sewa menyewa telah terpenuhi.  Namun 
dalam praktik pemanfaatan lahan parkir yang telah disewakan di Pasar Sidomulyo 
Lampung Selatan belum sesuai dengan Hukum Islam, sebab dalam melakukan 
akad sewa-menyewa yang dijadikan objek sewa akad diberikan sepenuhnya 
terhadap penyewa sampai masa sewa habis, namun dalam masa sewa-menyewa 
berlangsung pemilik lahan memanfaatkan lahan perkir tersebut sehingga secara 
tidak langsung pemilik lahan mengambil yang bukan menjadi haknya, hal ini 
dilarang oleh Islam. Sehingga akad yang terjadi antara penyewa dengan pemilik 
lahan memiliki unsur ketidakadilan, selain itu aspek mudharatnya lebih besar 
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A. Penegasan Judul 
Sebagai kerangka awal untuk memudahkan dalam memahami 
pengertian atau maksud dari skripsi ini dan sebelum melangkah kepada 
pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang arti atau 
definisi dari istilah-istilah yang terkandung di dalam judul, adapun judul skripsi 
ini adalah: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Lahan Parkir 
Yang Telah Disewakan (Studi Pada Pasar Sidomulyo Lampung Selatan)”. 
Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan 
adalah sebagai berikut : 
1. Tinjauan  
Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah” hasil 
meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki , mempelajari, dsb).
1
 
2. Hukum Islam  
Hukum Islam menurut para ahli diungkapkan oleh Hasby Ash-
Shiddieqy yang menyatakan bahawa hukum Islam adalah koleksi usaha para 






                                                             
1
 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, ( Jakarta : Balai Pustaka , 1998), h. 1470. 
2




Pemanfaatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, 
cara, atau proses  memanfaatkan.
3
 
4.  Lahan  
Lahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanah, 
tempat, atau lokasi yang akan digunakan untuk hal-hal tertentu.
4
 
5. Sewa menyewa 
Sewa menyewa adalah “memberikan sesuatu barang atau benda 
kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah 
disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan orang yang menerima 
barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan 




B. Alasan Memilih Judul 
Adapun alasan penulis memilih dan menentukan judul skripsi ini antara 
lain sebagai berikut: 
1. Secara Objektif 
Sejalan dengan perkembangnya zaman yang demikian pesat, maka 
persoalan muamalah pun berkembang, sehingga perlu memahami dengan 
                                                             
3
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa 
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.928 
4
 Dendy Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, ( Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 2008), h. 120 
5
 Kumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandar Lampung : Permatanet, 
2016), h. 133. 
3 
 
benar sistem bermuamalah pada zaman sekarang ini, lebih spesifikasinya 
tentang pemanfaatan oleh pemilik lahan yang telah disewakan. 
2. Secara Subjektif 
Kajian judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang telah 
dipelajari dalam bidang Muamalah Fakultas Syari‟ah Universitas Islam 
Negri Raden Intan Lampung serta didukung oleh tersedianya data-data 
literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi kali ini. 
Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa maksud 
judul ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Lahan 
Parkir Yang Telah Disewakan” (Studi Pada Pasar Sidomulyo Lampung 
Selatan). Maksud dari judul penelitian diatas adalah untuk memberikan 
gambaran terkait dengan permasalahan yang akan penulis bahas didalam 
penelitian ini yang berkaitan dengan pratik pemanfaatan lahan parkir yang 
sudah disewakan yang terjadi di Pasar Sidomulyo Lampung Selatan. 
C. Latar Belakang Masalah 
Manusia sebagai hamba Allah yang statusnya makhluk sosial, dalam 
rangka melaksanakan kewajiban untuk memenuhi haknya amat menghajatkan 
adanya suatu tatanan hukum yang mampu mengatur dan mengayomi hubungan 
hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat. Tujuannya antara lain, 
untuk menghindari berbagai permasalahan dan dampak-dampak negatif yang 
bakal mungkin terjadi. 
Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah ijarah. 
Menurut bahasa ijarah berarti upah, ganti atau imbalan, dalam istilah umum  
4 
 
dinamakan sewa-menyewa, oleh karena itu, ijarah mempunyai pengertian 
umum yang meliputi upah atau imbalan atas pemanfaatan barang atau 
kegiatan.
6
 Para subjek perjanjian sewa-menyewa yaitu pemilik barang atau jasa 
dan penyewa. 
Tujuan Fiqih Muamalah adalah mengatur hubungan sesama manusia 
dan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka yang sesuai dengan prinsip 
syari‟ah.
7
 Al-quran dan sunnah lebih banyak menentukan pola-pola, prinsip-
prisip, dan kaidah-kaidah yang bersifat umum. Pengembangan selanjutnya, 
diserahkan kepada ahlinya. Akibat dalam aplikasinya, pengaturan bidang 
muamalah terjadi keanekaragaman dalam proses untuk mencapai 
kesejahteraan. Hal itu dimungkinkan apabila memang memberikan maslahat 
bagi masyarakat, termasuk dalam penerapan ekonomi.
8
 
Sewa-menyewa lahan beserta ruko yang terjadi di Pasar Sidomulyo 
Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan telah dipraktikkan oleh salah satu 
warga yang bertempat tinggal di Desa Sidomulyo tersebut yang telah 
menyewakan lahan dan ruko kepada salah satu warga Sidomulyo. Lahan dan 
ruko tersebut terletak di sebelah kiri pasar, dan lahan  yang sudah disewa di 
manfaatkan sebagi lahan parkir, lahan yang dimanfaatkan sebagai lahan parkir 
tersebut terletak di samping ruko persis, dan rukonya dimanfaatkan sebagai 
warung nasi uduk oleh yang menyewa lahan tersebut.  Di dalam akad pemilik 
lahan tidak bertanggung jawab atas fisik ruko dan pemilik lahan 
memperbolehkan halaman depan ruko dijadikan sebagai lahan parkir. Warga 
                                                             
6
 Helmi Karim, Fiqih Muamalah (Jakarta: Rajawali Press. 1993), h. 9. 
7
 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 12. 
8
 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam ( Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 151. 
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yang parkir di lahan itupun lumayan ramai namun setiap waktu solat penyewa 
lahan tersebut selalu pergi ke Masjid untuk menunaikan ibadah solat 
berjamaah. Namaun diselah itu pemilik lahan memanfaatkan waktu tersebut 
untuk mengambil alih parkiran dan uang parkir tanpa sepengetahuan penyewa 
lahan, ketikapenyewa sedang melakukan ibadah dan uang hasil parkir tidak 
diberikan kepada penyewa. 
Sewa menyewa adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa 
warga yang ada di Sidomulyo Lampung Selatan dalam bentuk bidang 
Muamalah. Sewa-menyewa lahan yang berkembang di masyarakat, karena 
faktor untuk menyewakan dan penyewa lahan ini sebagai pendapatan mereka 
dalam membantu perekonomian. Sewa-menyewa yang dilakukan di Desa 
Sidomulyo ini, masyarakatnya masih awam terhadap hukum ekonomi syari‟ah 
atau hukum Islam, sehingga perlu memahami lagi syari‟at Islam, terutama dari 
sisi akadnya agar tidak terjerumus kedalam tranksaksi bermuamalah yang 
dilarang. Ketika masyarakat memahami pelaksanaan sewa-menyewa lahan 
secara benar, maka setiap pelaksanaan sewa-menyewa. Masyarakat bisa 
mempertimbangkan segala sesuatu yang dilakukan itu mempunyai hukum yang 
berlaku, sehingga mampu memahami cara pandang pelaksanaan sewa-
menyewa yang ada di pasar Sidomulyo. 
Praktek kegiatan sewa-menyewa ini tidak semudah yang diperkirakan, 
akan tetapi di dalam prakteknya hendaknya perlu diperhatikan isi perjanjian 
yang telah disepakati bersama tersebut. Isi perjanjian hendaknya disepakati 
kedua belah pihak. Jika nantinya perjanjian ini dilanggar ataupun diingkari, ini 
6 
 
akan menjadi permasalahan yang perlu di selesaikan dengan 
mempertimbangkan segala aspek yang ada. 
Masalah lainnya yaitu dalam penyelesaian pelanggaran akad dimana 
penyewa atau pemilik sewaan melanggar isi perjanjian yang tentunya 
mengakitbatkan kerugian di salah satu pihak, misalnya penyewa harus 
mengalami kerugian karena uang yang seharusnya menjadi hak milik penyewa 
di ambil oleh yang menyewakan lahannya, di sini apakah pemilik sewa akan 
mengembalikan uang sewa pada penyewa atau tidak. 
Masalah-masalah di sini perlu diperhatikan karena di dalam muamalah 
sewa-menyewa dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan menghindari 
unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Jadi hendaklah dalam 
suatu hubungan dilandasi dengan prinsip di atas. 
D. Fokus Penelitian 
Adapun fokus penelitian ini sebagai berikut: 
1. Fokus penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan 
Lahan Parkir Yang Telah disewakan di Pasar Sidomulyo Kecamatan 
Sidomulyo Lampung Selatan. 
2. Kajian penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup penyewaan lahan parkir 
di Pasar Sidomulyo Lampung Selatan. 
E. Rumusan Masalah  
Adapun permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana praktik pemanfaatan lahan parkir yang telah disewakan di 
Pasar Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan?  
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2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pemanfaatan lahan parkir yang 
telah disewakan? 
F. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 
1. Untuk Mengetahui praktik pemanfaatan lahan parkir yang telah 
disewakan di Pasar Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan 
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang pemanfaatan lahan 
parkir yang telah disewakan 
G. Signifikansi / Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini  sebagai berikut: 
1. Manfaat teoritis  
Hasil Peneliti diharapkan mampu memberi tambahan wawasan dan 
pemahaman mengenai tinjauan hukum Islam tentang pemanfaatan oleh 
pemilik lahan parktik telah disewakan dan diharapkan dapat memperkaya 
khazanah pemikiran Islam, serta civitas akademik Fakultas Syariah 
Jurusan Muamalah.  
2. Manfaat Praktis  
a. Bagi pihak-pihak yang terlihat dalam transaksi sewa-menyewa lahan 
parkir, diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanaka praktik 
sewa-menyewa pemanfaatan lahan parkir dengan perspektif Islam, 





b. Bagi penulis  
Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk 
memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam 
Ilmu Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan 
Lampung.  
c. Bagi peneliti berikutnya  
Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi 
peneliti berikutnya yang berminat meneliti mengenai Sewa-menyewa 
lahan parkir. 
H. Metode Penelitian 
Adapun agar sistematisnya dalam pencapaian tujuan penulisan skripsi ini, 
maka diperlukan suatu metode dalam sebuah penelitian. Adapun metode yang 
akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:
9
 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan 
(Field research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau 
di responden.
10
 Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan 
(Library Research) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan literature 
pusataka dengan menggunakan referensi yang ada di perpustakaan yang 
berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti, baik berupa buku, catatan, 
maupun laporan hasil dari penelitian terdahulu.
11
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Syamsul Anwar,Hukum Perjanjian Syariah,(Jakarta: Rajawali Pers,2007), h. 100. 
10
 Susiadi, Metode Penelitian, (Lampung; Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut 
Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 9.  
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2.  Sifat Penelitian 
Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, 
artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal- 
hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau 
karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara fatual dan 
cermat. 
Adapun istilah nya sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif 
analitik dan menilai penelitian tersebut dalam tinjauan Hukum Islam. 
Deskriptif adalah menggambarkan praktek pelaksanaan kegiatan sewa-
menyewa lahan parkir. Penelitian ini bersifat menggambarkan secara jelas 
dan cermat hal-hal yang dipermasalahkan atau dipersoalkan. Jadi hanya 
menggambarkan jalan nya peristiwa. Analitik adalah kegiatan untuk selalu 
menimbang-menimbang permasalahan yang di hadapinya, mana yang 
relavan mana yang menjadi masalah utama dan sebagainya. 
3.  Sumber Data 
       Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentun Hukum dari 
pemanfaatan lahan parkir yang telah disewakan. Oleh karena itu sumber 
data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: 
a. Data Primer  
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 





 Hal ini data primer diperoleh bersumber dari pihak-pihak yang 
terkait dalam plaksanaan praktik pemanfaatan lahan parkir yang telah 
disewakan. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data 
kepada pengumpul data, data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-
buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun 
tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akn tetapi 
mempunyai relevan dengan permasalahan yang akan dikaji.
13
 Sumber 
data sukender yang dipakai oleh penulis adalah : Al-Qur‟an, Hadist, 
Buku, Kitab-kitab fiqih, Skripsi, dan literature-literatur lainnya yang 
mendukung. 
4.  Populasi dan Samplea. Populasi 
Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-
ciri yang telah ditetapkan. Atau populasi adalah keseluruhan dari objek 
penelitian dengan jumlah populasi yang jumlahnya terhingga dan tak 
terhingga.
14
 Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat 
yang parkir dilahan tersebut, Jumlah populasi yang diambil 115 orang, 
diantaranya 1 orang pemilik lahan, 2 orang penyewa lahan dan 112  
orang pemilik kendaraan yang diambil pada Hari Senin-Rabu, Tangga 1 
September 2020 – 3 September 2020. 
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 Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, Metodelogi Penelitian (Bandung: Mandar Maju, 
2002), h. 73. 
13
 Sugiono, Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 
2008, h. 137. 
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 Ibid, h. 138. 
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b. Sample  
Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara 
tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan 
dapat dianggap mewakili populasi.
15
 Dalam penelitian kualitatif sangat 
erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, maksud sampling disini 
adalah untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai 
sumber dan bangunannya (constructions). Menurut Suharsimi Arikunto, 
sebagai perkiraan apabila subjek kurang dari 100 maka lebih baik 
diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, 
jika subjek bersar maka diambil 10-15% atau 20-5%.
16
 Sampel yang 
diambil oleh penulis adalah sebanyak 12% dari jumlah populasi yaitu 1 
orang pemilik lahan, 2 orang peyewa lahan dan 10 orang orang pemilik 
kendaraan, dengan total sample yaitu 13 orang. 
    5.  Teknik Pengmbilan Data  
a. Teknik Observasi 
Secara umum pengertian observasi adalah cara menghimpun 
bahan-bahan keterangan yang diadakan dengan pengamatan dan 
pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang 
dijadikan sasaran penelitian. 
Observasi merupakan teknik pengumpulan data untuk meneliti 
bermacam-macam gejala. Banyak aspek-aspek tingkah laku manusia 
                                                             
15
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 
h. 38. 
16
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 
Cipta, 1998), h. 112 
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yang hanya dapat diamati melalui observasi langsung. Bagi seseorang 
yang terlalu sibuk, lebih tidak berkeberatan untuk diamat-amati dari pada 
mengisi jawaban-jawaban dalam kuesioner. 
Observasi di sini penyusun secara langsung mengamati objek 
penelitian, yaitu pemilik dan penyewa, memperhatikan segala aspek yang 
mereka lakukan didalam praktek sewa-menyewa tersebut. 
b. Wawancara 
Alat pengambilan data juga dapat dilakukan dengan cara 
interview-interview atau wawancara adalah proses tanya jawab dalam 
penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau 
lebih bertahap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi 
atau keterangan-keterangan. 
Penelitian ini penyusun akan menggunakan teknik wawancara 
terpimpin. Wawancara ini juga disebut dengan interview guide, 
contralled interview atau structured interview. Yaitu wawancara yang 
menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti.
17
 
Penyusun akan mewawancarai responden untuk mendapat 
informasi atau keterangan yang menyangkut masalah-masalah yang akan 
diteliti, disamping itu nantinya penyusun akan mewawancarai penyewa 
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 Cholid Narbuko dan Abu Akhmadi, Metodelogi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 




Pengambilan data dengan meneliti bahan-bahan yang bersifat 
tertulis seperti buku, karya tulis, catatan-catatan, peraturan-peraturan dan 
sebagainya yang ada relevansinya dengan tujuan penelitian untuk sumber 
data. Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data 
melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk 
juga buku-buku tentang pendapat teori, dalil, Hukum-Hukum dan lainya, 
yang berhubungan dengan masalah penelitian. 
6.  Metode Pengolahan Data 
Adapun data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan 
data dilakukan dengan cara: 
a. Pemeriksaan (Editing)  
Editing yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh 
terutama dari kelengkapannya, kejelasan, kesesuaian serta relevansinya 
dengan data lain. 
b. Sistematisasi  Data (Systematizing) 
sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka 
sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. 
7.  Analisis Data  
Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi 
informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat 




Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dianalisa 
dengan menggunakan metode kualitatif melalui cara berfikir Deduktif dan 
Induktif 
Metode deduktif yaitu mempelajari suatu gejala umum yang 
kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berfikir pada suatu 
kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat khusus. Sedangkan metode 
Induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa 
yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta tersebut ditarik kesimpulan yang 
bersifat umum. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang 



















A. Hukum Ekonomi Syariah 
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah 
Hukum adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum 
kebiasaan, dimana suatu Negara atau masyarakat mengakuinya sebagai 
suatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya.
18
 Hukum 
ekonomi merupakan segala keseluruhan hukum yang mengatur dan 
mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan 
kehidupan perekonomian.
19
 Ekonomi secara etimologis berasal dari 
bahasa Yunani Oikos (rumah tangga) dan nomos (peraturan atau hukum), 
sedangkan syariah merupakan istilah yang digunakan untuk aturan-aturan 
yang berlandaskan hukum Islam. Sedangkan pengertian dari ekonomi 
syariah merupakan pembahasan kaitan antara aturan-aturan dalam 




Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber 
dari Al-Quran dan hadist yang mengatur urusan perekonomian umat 
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Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan 
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 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori Dan Konsep(Jakarta: 
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 Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan 
oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan 
hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial 
menurut prinsip syariah.
22
 Berdasarkan uraian di atas hukum ekonomi 
syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang perekonomian 
umat manusia sesuai dengan norma hukum Islam yang bersumber dari 
Al-Quran dan hadist. 
2. Tujuan dan Manfaat Ekonomi Syariah 
a. Tujuan Ekonomi Syariah 
Tujuan ekonomi syariah dapat dilihat dari sudut pandang yang 
memiliki  karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada amar 
maruf nahi mungkar yang berarti mengerjakan yang benar dan 
meninggalkan yang dilarang.
23
 Adapun sudut pandang tersebut 
sebagai berikut: 
1) Ekonomi Illahiyah (Ke-Tuhan-an) 
 Ekonomi Ke-Tuhan-an mengndung arti manusia diciptakan 
oleh Allah untuk memenuhi perintah-Nya, yakni beribadah, dan 
dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia harus berdasarkan 
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 Zainuddin, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta:Sinar Grafika 2009), h.4. 
22
Ibid, h. 11. 
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Ibid, h. 12. 
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 Ibid, h. 13. 
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2) Ekonomi Akhlaq 
Ekonomi akhlaq mengandung arti kesatuan antara ekonomi 
dan akhlaq harus berkaitan dengan sektor produkisi, distribusi, dan 
konsumsi. Dengan demikian seorang muslim tidak bebas 
mengerakan apa saja yang diinginkan atau yang menguntungkan 
tanpa memperdulikan orang lain. 
3) Ekonomi Kemanusiaan 
Ekonomi kemanusian mengandung arti Allah memberikat 
predikat “Khalifah” hanya kepada manusia, karena manusia diberi 
kemampuan dan perasaan yang memungkinkan dapat 
melaksanakan tugasnya. Melalui perannya sebagai “Khalifah” 
manusia wajib beramal, bekerja keras, berkreasi dan berinovasi.
25
 
4) Ekonomi Keseimbangan 
Ekonomi keseimbangan adalah pandangan Islam terhadap 
hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca 
keseimbangan yang adil tenatng dunia dan akhirat, jiwa dan raga, 
akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. 
Ekonomi yang moderat tidak mendzalimi masyarakat, khususnya 
kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis.
26
 
Islam juga tidak mendzalimi hak individu sebagaimana yang 
dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi Islam mengakui hak individu 
dan masyarakat secara berimbang. Oleh karena itu, dapat dilihat 
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 Ibid, h. 13. 
26
 Ibid, h. 13 
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bahwa Sistem Ekonomi Syariah mempunyai konsep yang lengkap 
dan seimbang dalam segala hal kehidupan.
27
 
Berdasarkan keterangan di atas dapat ditarik benang merah 
bahwa tujuan dari hukum ekonomi syariah adalah memberi suatu 
aturan dan pemahaman bahwa manusia dalam melakukan kegiatan 
bermuamalah harus memperhatikan beberapa hal seperti, mencari 
ridho Allah SWT,  menjaga akhlaq antar sesama manusia,  selalu 
bekerja keras, dan seimbang dalam keperluan dunia dan akhirat. 
Sehingga dalam kegiatan muamalah yang dilakukan dapat 
terlaksana dengan adil dan tidak mengandung unsur-unsur yang 
dilarang oleh Syariat. 
b. Manfaat Ekonomi Syariah 
Apabila mengamalkan ekonomi syariah akan mendatangkan 
manfaat yang besar bagi umat Islam itu sendiri berupa:
28
 
(a) Mewujudkan integritas seorang muslim yang kaffah, sehingga 
Islamnya tidak lagi parsial. 
(b) Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, 
asuransi syariah, reksadana syariah, penggadaian syariah, atau Baitul 
Maal wat Tamwil (BMT), mendapatkan keuntungan di dunia dan 
akhirat. 
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Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum 
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28
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(c) Praktik ekonominya berdasarkan syariat Islam bernilai ibadah, karena 
telah mengamalkan syariat Allah SWT.
29
 
(d) Mengamalkan ekonomi syariah berarti mendukung gerakan amar 
maruf nahi munkar. 
(e) Tahan krisis, Banyak ahli yang telah mengakui salah satu keuntungan 
ekonomi syariah. Ekonomi syariah dapat mengurangi kerentanan 
perekonomian akibat fenomena yang disebut sebagai decoupling 
economy. Melalui sistem bagi hasil, ekonomi syariah membuat tidak 
adanya jarak antara sektor keuangan dan sektor riil.
30
 
3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah 
Islam adalah agama yang berorientasi kepada kebaikan dan 
keadilan seluruh manusia. Adapun dalam hal ekonomi, Islam pun ikut 
mengatur dan memberikan arahan dan pencerahan agar umat manusia 
tidak terjebak kepada ekonomi yang salah dan keliru. Prinsip dasar dari 
ekonomi Islam tentunya tidak hanya bergantung atau memberikan 
keuntungan kepada salah satu atau sebagai pihak saja. Ajaran Islam 
menghendaki transaksi ekonomi dan kebutuhan ekonomi dapat 
memberikan kesejahteraan dan kemakmuran manusia hidup di muka 
bumi.
31
 Adapun prinsip-prinsip dalam muamalah adalah sebagai berikut: 
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 Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam berdasarkan Alquran, www.dalamislam.com diunduh 




Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam berdasarkan Alquran, www.dalamislam.com diunduh 
pada 07 Maret 2020. 
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a. Prinsip Tauhidi (Unity) 
Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan 
pada nilai nilai tauhidi. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah 
serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. 
Bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya 
menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh 
nilai-nilai ketuhanan. 
b. Prinsip Halal 
Nadratuzzaman berpendapat sebagaimana yang dikuti oleh Mardani 
dalam bukunya Fiqh Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa manusia 
diharapkan agar dalam mencari rezeki (berinvestasi) menjauhan diri 
dari hal-hal yang haram. Melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam 
cara memprolehnya, dalam mengonsumsi, dan dalam 
memanfaatkannya. 
c. Prinsip Maslahah 
Maslahah adalah sesuatu yang ditunjukan oleh dalil hukum 
tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala 
tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara, yaitu 
memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Investasi 
yang dilakukan dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan 
yang positif bagi masyarakat. Menginvestasikan harta pada usaha 
yang tidak mendatangkan maslahah kepada masyarakat harus 
ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan keadaan syariat Islam. 
21 
 
d. Prinsip Ibahah (Boleh) 
Berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh 
sampai ditemukan dalil yang melarangnya.
32
 
e.  Prinsip Kebebasan Bertransaksi 
Prinsip kebebasan bertransaksi harus didasari prinsip suka 




f.  Prinsip Kerja Sama (Coorporation) 
Prinsip transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling 
menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling 
menguntungkan). 
g.  Prinsip Membayar Zakat 
Pengimplementasian zakat merupakan kewajiban seorang 




h.  Prinsip Keadilan 
Di antara pesan-pesan Alqur`an (sebagai sumber hukum Islam) 
adalah penegakkan keadilan. Kata adil berasal dari kata Arab (adl ) 
yang secara harfiyah bermakna sama. Menurut Kamus Bahasa 
Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, 
berpihak kepada yang benar dan sepatutnya. 
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1) Prinsip kerelaan 
2) Prinsip kebermanfaatan 
3) Prinsip tolong menolong 
4) Prinsip tidak melarang 
Dalam hukum Islam disebutkan bagaimana pinsip-prinsip 
dalam bermuamalah terutama dalam berbisnis. Etika bisnis Islami 
merupakan tata cara pengelolaan bisnis berdasarkan Al-Qur‟an, hadist, 
dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli fiqih. 
B.  Hukum Islam Tentang Akad 
1. Pengertian Akad 
Secara etimologi (bahasa), akad yaitu ikatan antara ijab dan qabul 
dengan cara yang disyari‟atkan yang memberikan pengaruh terhadap 
objeknya.
36
 Dalam hukum Islam kata akad berasal dari kata (al-„Aqad) 
artinya mengikat, menyambung, atau menghubungkan (ar-rabt). Akad 
yaitu ikatan antara ujung sesuatu (dua perkara) baik ikatan secara nyata 
maupun ikatan secara abstrak dari satu sisi.
37
 Sedangkan dalam bahasa 
Arab kata akad berasal dari kata al-„Aqdu yang berarti perikatan, 
perjanjian, persetujuan dan permufakatan, bentuk masdar dari „Aqdu dan 
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Renaisan, 2006), h. 12. 
23 
 




Sedangkan definisi akad menurut terminologi (istilah) adalah 
pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan 




Penjelasan kata “sesuai dengan syari‟at” maksudnya bahwa 
seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak 
dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara‟. Misalnya 
kesepakatan kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang 
lain dan merampok kekayaan orang lain. Adapun penjelasan dari kata 
“berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya yaitu terjadinya 
perpindahan pemikiran dari suatu pihak (yang melakukan ijab) kepada 
pihak yang lain (yang menyatakan qabul).
40
 
Kata akad juga berarti keterikatan keinginan diri dengan sesuatu 
yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang di 
syari‟atkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam 
pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya 
sendiri atau bagi orang lain.
41
 Secara khusus akad berarti keterkaitan 
antara ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan 
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Para ulama fiqh mendefinisikan kata akad sebagai hubungan 
antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syari‟at yang menetapkan 
adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Pertama, dalam 
ijab dan kabul. Kedua, sesuai dengan kehendak syari‟at. Ketiga, adanya 
akibat hukum pada objek perikatan.
43
 
Pengertian akad menurut para ulama yaitu sebagai berikut: 
1) Menurut Nazih Hammad mengartikannya kepada dua makna pertama, 
yaitu menghubungkan dua ucapan seperti dengan isyarat dan tulisan 
pada jalan yang telah ditentukan syara‟. Kedua yaitu tindakan yang 
didasarkan kepada ketetapan hati dan tekad yang kuat, baik dilakukan 
oleh seseorang atau lebih.
44
 
2) Menurut Abu Zahrah mendefinisikan akad yaitu menghubungkan dua 
ucapan yang menjadikannya mengikat kepada kedua belah pihak.
45
 
3) Menurut al-Maushu‟ah dan al-Fiqhiyyah mengartikan akad kepada 
dua makna yaitu makna umum dan khusus. Pertama, makna umum 
yaitu setiap sesuatu yang menjadi kebulatan tekad manusia tentang 
suatu urusan yang akan dilakukannya atau diikatkan kepada orang lain 
untuk dilaksanakan pada jalan. Berdasarakan arti umum akad 
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sebagaimana disebutkan diatas, maka jual beli, sewa menyewa dan 
semua akad mu‟awadhah lainnya, dan nikah dinamakan dengan akad 
karena setiap pihak berkomitmen untuk memenuhi janjinya dan terkait 
dirinya untuk melaksanakannya sesuai perjanjiannya. Kedua, makna 
khusus dapat dipahami bahwa akad adalah setiap tindakan yang 
timbul dari kehendak kedua belah pihak berdasarkan suka sama suka 
yang dibuktikan melalui ijab kabul. Dengan demikian kedua belah 
pihak terikat untuk melaksanakan haknya masing-masing.
46
 
4) Menurut Wahbah al-Zuhayli dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islami Wa 
Adillatuh yang dikutip oleh Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin 
bin Ab Ghani bahwa akad adalah hubungan atau keterkaitan antara 




5) Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa menyatakan bahwa dalam 
pandangan syara‟ suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang 
dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan 
untuk mengikat diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab 
itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan 
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dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu 
disebut dengan ijab dan qabul.
48
 
6) Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa akad adalah perikatan antara 




7) Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqih Sunnah memberikan arti 
bahwa akad adalah suatu ikatan dan kesepakatan.
50
 
8) Menurut Al-Raghib akad yaitu, akad antara Allah dan hamba-nya, 
akad antara hamba dan dirinya, dan akad antara seseorang hamba 
dengan hamba yang lain.
51
 
9) Menurut Syamsul Anwar akad adalah “pertemuan ijab dan kabul 
sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan 
suatu akibat hukum pada objeknya”.
52
 
Berdasarkan definisi-definisi, maka dapat dipahami bahwa akad 
adalah suatu perbuatan kesepakatan atau perjanjian yang diungkapkan 
melalui ijab dan kabul yang dilakukan antara dua orang atau lebih 
sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan 
syara‟. Oleh karena itu di dalam Islam tidak semua kesepakatan atau 
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perjanjian yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari‟at Islam 
menjadi halal hukumnya. 
2. Dasar Hukum Akad 
Adapun dasar hukum yang melandasi pelaksanaan akad dapat ditemui 
di dalam firman Allah Swt :  
1) Surat Al-Maidah Ayat 1 : 
                         
                  للاه          
 
 “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. 
(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu 
sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-




2) Surat Ali-Imran Ayat 76 
            للاه           
 
“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang 




3) Surat Al-Baqarah Ayat 29 
 
                   
                   
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“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu 
dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh 
langit.dan dia Maha mengetahui segala sesuatu.”
55
 
4) Surat An-Nahl Ayat 91 
     للاه               
    للاه       للاه           
 
 
“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan 
janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah 
meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai 
saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah 




Dari keempat ayat di atas menegaskan bahwa setiap mukmin 
berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diakadkan 
baik berupa perkataan maupun perbuatan. Pelaksanaan akad dalam 
transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, 
atau yang diistilahkan „antaradhin minkum‟.Walaupun kerelaan tersebut 
merupakan sesuatu yang tersembunyi dilubuk hati, tetapi indikator dan 
tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul atau apa saja yang dikenal 
dalam adat kebiasaan di masyarakat sebagai serah terima merupakan 
bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukan kerelaan.
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Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bogor: Syamil Quran, 2007), 
h.141. 
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3. Rukun dan Syarat Akad 
1) Rukun Akad 
Rukun berasal dari kata mufrad dari kata jama arkaa, artinya 
asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila 
dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan).
58
 Mayoritas ulama 
selain Hanafiyah mengatakan rukun akad terdiri dari tiga macam, 
yaitu dua orang yang berakad („aqid), objek yang dijadikan akad 
(ma‟qud alaih), serta ungkapan ijab dan kabul (shighat).
59
 Sedangkan 
menurut ulama Hanafiyah rukun akad hanya satu, yaitu ijab dan 
qabul. Adapun selainnya tidak termasuk bagian dari hakikat akad, 
sekalipun keberadaannya sudah pasti. Dengan kata lain shighat dapat 
dikatakan termasud penunjang dalam akad dan merupakan keturunan. 
Artinya shighat tidak sah jika tidak terdapat kedua belah pihak yang 
berakad („aqid) dan objek akad (maqud „alaih).
60
 Jadi yang dimaksud 
dengan rukun adalah sesuatu unsur penting yang menyebabkan adanya 
suatu pekerjaan atas pekerjaan yang lain. 
Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga 
sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang 
membentuknya. Rumah misalnya, terbentuknya karena adanya unsur-
unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap 
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dan seterusnya. Dalam konsep hukum Islam, unsur-unsur yang 
membentuk sesuatu itu disebut rukun. 
Rukun akad terbagi menjadi beberapa rukun yaitu sebagai 
berikut: 
a. „Aqid adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak 
terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. 
b. Ma‟qud „alaih adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-
benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah 
(pemberian), dan gadai. 
c. Maudhu‟ al-„aqd adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan 
akad, berbeda akad maka berbeda tujuan pokok akad. 
d. Sighat al-„Aqd ialah ijab dan kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan 
yang keluar dari salah seorang yang berakad. Sedangkan kabul 
adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad dan 
diucapkan setelah adanya ijab. Menurut Hendi Suhendi, hal-hal 
yang harus diperhatikan dalam pernyataan Sighat al-„Aqd (ijab dan 
kabul) adalah sebagai berikut: 
1) Sighat al-Aqd (ijab dan kabul) harus jelas pengertiannya. 
Maksudnya, kata-kata di dalam ijab dan kabul harus jelas dan 
tidak memiliki banyak pengertian. 
2) Harus sesuai dan tidak boleh berbeda lafal. Adanya kesimpang 
siuran dalam Sighat al-Aqd (ijab dan qabul) akan menimbulkan 
31 
 
permasalahan yang dilarang oleh agama karena bertentangan 
diantara sesama manusia. 
3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang 
bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak diancam atau di takut-
takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling ridha.
61
 
Namun ada beberapa faktor yang menjadi penghalang 
seseorang melakukan perbuatan hukum (melakukan kontrak syariah). 
Menurut Ahmad Azhar Basyir, ada beberapa hal seseorang terhalang 
untuk melakukan perbuatan hukum (melakukan kontrak syariah), 
diantaranya yaitu : 
a. Gila, yaitu bila seseorang dalam keadaan gila atau tidak waras, 
maka tidak sah nya akad tersebut. 
b. Rusak akad, yaitu dalam suatu pelaksanaan akad seseorang harus 
dalam keadaan yang waras, pengertian rusak akal bisa disamakan 
dengan pengertian gila. 
c. Mabuk, yaitu seseorang yang sedang mabuk tidak boleh melakukan 
perbuatan hukum atau melakukan kontrak dikarenakan orang 
tersebut dalam pengaruh alkohol yang memabukan. 
d. Tidur, yaitu dalam melakukan perikatan seseorang harus sadar 
ataupun sehat sepenuhnya, bila orang itu dalam keadaan tidur, 
maka batal akad kontraknya tersebut. 
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e. Pingsan, yaitu sama dengan orang yang tidur, seseorang yang 
sedang dalam keadaan pingsan tidak boleh melakukan akad, 
dikarenakan dirinya sedang tidak sadar. 
f. Pemboros, yaitu seseorang yang masuk kreteria pemboros tidak 
dapat melakukan akad kontrak dikarenakan membahayakan dirinya 
dan para pihak yang melakukan akad, ditakutkan seseorang yang 
pemboros melakukan penyalahgunaan akad. 
g. Dungu, yaitu seseorang yang akadnya harus dalam keadaan sehat 
jasmani dan rohani, memiliki pikiran yang jernih dan dalam 
keadaan sadar, bila pelaku akad adalah orang yang dungu maka 
akadnya tidak sah, karena akad merugikan dirinya maupun 
merugikan para pihak yang berakad. 
h. Hutang, yaitu orang yang terlalu banyak hutang akan 
membahayakan para pihak yang berakad, ditakutkannya 




Berdasarkan uraian diatas rukun akad mencakup, orang yang 
berakad, benda yang diakadkan, tujuan atau maksud pokok 
mengadakan akad, ijab dan kabul. 
2) Syarat Akad 
Syarat merupakan sesuatu yang ada dalam suatu hukum yang 
menentukan hukum tersebut sah atau tidaknya, dengan kata lain hal 
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penting yang menentukan keabsahan tentang suatu hukum. Untuk 
melangsungkan suatu akad yang yang diperbolehkan menurut hukum 
Islam, diperlukan suatu syarat yang wajib disempurnakan demi 
keabsahan akad tersebut. 
Syarat-syarat terjadi akad terbagi menjadi dua macam yaitu, 
pertama syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang 
wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.Setiap pembentukan 
akad ada syarat-syarat umum yang ditentukan oleh syara‟ yang wajib 
disempurnakan. Kedua, syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu 
syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad.Syarat 
khusus ini dapat juga disebut syarat idhafi (tambahan) yang harus ada 




Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai 
macam akad yaitu: 
(a) Akid (orang yang berakad), disyaratkan memiliki kemampuan dan 
kewenangan untuk melakukan akad. 
(b) Ma‟qud „alaih (objek akad).64 
(c) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak 
sah akad apabila dilakukan oleh orang gila, orang yang berada 
dibawah pengampuan (mahjur) karena boros atau lainnya. 
(d) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. 
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(e) Akad itu diperbolehkan oleh syara‟. Dilakukan oleh orang yang 
mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan akid yang 
memiliki barang. 
(f) Akad bukan jenis akad yang dilarang 
(g) Akad dapat memberi faedah 
(h) Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut 




4. Macam-Macam Akad 
Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi jika 




1. Akad Sahih, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-
syaratnya. Hukum dari akad sahih ini adalah berlakunya seluruh akibat 
hokum yang ditimbulkan akad itudan mengikat bagi pihak-pihak yang 
berakad. Akad yang sahih ini dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan 
Malikiyah menjadi dua macam, yaitu: 
a) Akad yang nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang 
dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak 
ada penghalang untuk melaksanakannya. 
b) Akad mawquf, yaitu akad dilakukan seseorang yang cakap 
bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk 
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melangsungkan dan melaksanakan akad itu, seperti akad yang 
dilakukan oleh anak kecil yang telah mumayiz.
67
 
2. Akad yang tidak sahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada 
rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu 
tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. 
Kemudian ulama Hanifiyah membagi akad yang tidak sahih ini 
menjadi dua macam yaitu: 
a) Akad yang batil, suatu akad dikatakan batil apabila akad itu 
tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan 
langsung dari syara‟. 
b) Akad fasid menurut mereka adalah suatu akad yang pada 




5. Berakhirnya Akad 




1) Berakhirnya masa berlaku akad, apabila akad memiliki tenggang waktu. 
2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad mengikat. 
3) Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila: 
a) Akad itu fasid (rusak) 
b) Berlakunya khiyar syarat „aib 
c) Akad itu tidak dilaksanakan oleh suatu pihak yang berakad. 
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d) Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna. 
e) Wafat salah satu pihak yang berakad . 
C. Hukum Islam Tentang Ijarah 
1. Pengertian  Al-Ijarah 
 Sewa-menyewa merupakan suatu istilah yang digunakan oleh 
masyarakat dalam urusan bersama yang ada kaitannya untuk 
mendapatkan keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan kesepakatan 
bersama.
70
 Ijarah menurut bahasa artinya adalah upah ataupun sewa-
menyewa, sedangkan menurut syara adalah sewa menyewa yang di 
dalamnya melakukan akad dan mengambil manfaat dari suatu yang 
diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuatu dengan 
perjanjian yang telah ditentukan sesuai dengan syarat.
71
   
Menurut bahasa Arab Ijarah berasal dari kata al-ajru yang artinya  
al-iwadh dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai ganti dan upah. 
Dalam arti luas, ijarah adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat 
sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.
72
 
Adapun dalam fikih Islam, Ijarah yaitu memberikan sesuatu 
untuk disewakan. Menurut fatwa DSN ijarah didefinisikan sebagai akad 
pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu 
dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 
barang itu sendiri. 
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Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, 
melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan 
kepemilikan atas barang itu sendiri.
73
 
Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak 
guna).Bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi, pada dasarnya 
prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaanya 
terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya 
barang, pada ijarah objek transaksinya adalah barang maupun jasa. Pada 
dasarnya ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan 
barang/jasa untuk imbalan tertentu. Dengan demikian dalam akad ijarah 
tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja 
dari yang menyewakan kepada penyewa.
74
 
Menurut pengertian syara‟ ijarah ialah suatu jenis akad untuk 
mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dalam arti luas ijarah 
bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan 
memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Ijarah adalah pemilikan jasa 
dari seseorang yang menyewakan (mu‟ajir) oleh orang yang menyewa 
(musta‟jir), serta pemilikan harta dari pihak mua‟jir oleh seorang 
musta‟jir. Dengan demikian, ijarah berarti transaksi terhadap jasa 
tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.
75
 Berikut beberapa 
penjelasan dari hadist terkait tentang ijarah/sewa-menyewa: 
Menurut para ulama ijarah diartikan sebagai: 
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1) Ulama Hanafi mengatakan bahwa ijarah yaitu suatu akad yang 
dipergunakan untuk manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu 
barang yang disewakan dengan cara penggantian.
76
 
2) Ulama syafi‟i mendefinisikan bahwa ijarah yaitu suatu akad atas 
manfaat yang diketahui dan disengaja, yang diterima sebagai 
pengganti dan kelebihan, dengan pengantian yang diketahui dan 
disengaja, yang diterima sebagai pengganti dan kelebihan, dengan 
penggantian yang diketahui (jelas).  
3) Ulama Hambali ijarah yaitu suatu akad atas manfaat yang mubah 
(boleh) dan dikenal, dengan jalan mengambil sesuatu atas sesuatu, 
dengan waktu yang diketahui (jelas), dan dengan penggantian yang 
jelas pula. 
 Beberapa definisi dari para ulama diatas, dapat diambil kesimpulan 
bahwa ijarah merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan 
manfaat (jasa) dari orang yang menyewakan (mu‟ajir) oleh seorang 
penyewa (musta‟jir). 
2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa (Ijarah)   
Dasar hukum ijarah dari ijma‟ ialah bahwa semua ulama telah 
sepakat terhadap keberadaan praktik ijarah ini, meskipun mereka 
mengalami perbedaan dalam tataran teknisnya. Ada beberapa istilah dan 
sebutan yang berkaitan dengan ijarah, yaitu mu‟jir, musta‟jir, ma‟jur dan 
ajr atau ujrah. Mu‟jir ialah pemilik benda yang menerima uang (sewa) 
                                                             
76




atas suatu manfaat.Musta‟jir ialah orang yang memberikan uang atau 
pihak yang menyewa. Ma‟jur ialah pekerjaan yang diakadkan 
manfaatnya. Sedangkan ajr atau ujrah ialah uang (sewa) yang diberikan 
terima sebagai imbalan atas manfaat yang diberikan. 
1) Al-Qur‟an 
Surat Al-Qashsh Ayat 26 : 
                       
       
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia 
sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang 
yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah 




Surah Al-Qashsh Ayat 27: 
 
                       
                      
       ُالل         
 
B" erkatalah Dia (Syu'aib):"Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan 
kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa 
kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan 
sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku 
tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan 
mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik."78 
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Dari beberapa al-Qur‟an tersebut dapat dipahami bahwa ijarah 
disyari‟atkan dalam Islam. Oleh karena itu, manusia antara satu 
dengan yang lain selalu terlibat dan saling membutuhkan. Sewa-
menyewa merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan 
manusia dalam kehidupan bermasyarakat, boleh dikatakan bahwa 
pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua 
pihak yang saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk 
tolong menolong yang diajarkan agama.Ijarah merupakan jalan untuk 
memenuhi hajat manusia.Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa 
ijarah merupakan suatu hal yang diperbolehkan. 
2) Hadis 
َعْن أََنٍس ْبِن َماِلٍك َرِضَي الُل َعْنُو قال َحِجَم أَبُو ِطْيَبة َرُسْوُل الِل 
ُفْوا ِمْن  َصلَّى الُل َعَلْيِو َوَسلََّم فََأَمَر َلُو ِبَصاٍع ِمْن ََتٍْر َوأََمَر أَْىَلُو َأْن ُُيَفَّ
 َخرَاِجِو )رواه البخارى ومسلموأمحد(
Dari Anas bin Malik ra., ia berkata: Rasulullah SAW berbekam 
dengan Abu Thayyibah. Kemudian beliau menyuruh memberinya satu 
sha' gandum dan menyuruh keluarganya untuk meringankannya dari 




ى الل عن ابن عمر رضي الل عنو قال : قال رسول الل صلَّ 
ُر قَ ْبَل َأْن ُُيَفُّ ِعَرَقُو" )رواه ابن ماجو(َعَلْيهَوَسلَّم"  أَْعُطوا اأَلِجي ْ
                                                             
79
Muhammad bin Ahmad bin Muhamamd bin Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, (Beirut: Dâr 




“Diriwayatkan dari Umar ra, bahwasanya Nabi Muhammad saw 
bersabda, “Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu 





ِديْ ثًا ِإبْ رَاِىْيم بن ُمْوَس َأْخبَ ْرنَا ِىَشاِم َعْن َمْعَمِر َعِن الزُّْىرِي َعْن حَ 
َها قَاَلْت : َواْسَتْأَجَر النَِِّبّ  ُعْرَوَة بن الزَِّبْْيِ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي الل َعن ْ
يِْلي َىاِديًا َحرِيْ ًتا َوُىَو َصلَّى الل َعَلْيِو َوَسلََّم َوأَبُو َبْكِر َرجُ  الً ِمْن َبِِن الدِّ
َعَلى ِدْيِن كَفاِر قُ َرْيٍش َفَدفْ ًعا إِلَْيِو رَاِحَلتَ ْيِهَما َوَوْعَداُه َغاَر ثُ ْوِر بَ ْعَد 
 َثاَلُث لََياٍل بَ رَاِحَلتَ ْيِهَما َصِبْيَحُة َثاَلُث لَيَاٍل )رواه البخارى ومسلم(
Dari Ibrahim bin Musa, mengabarkan kepada kita Hisyam dari 
Ma‟marin dari Zuhri dari „Urwah bin Zubar dari „Aisyah, ra, berkata: 
“Rasululllah SAW dan Abu Bakar mengupah seorang laki-laki yang 
pintar sebagai petunjuk jalan. Laki-laki ini berasal dari bani ad-dil, 
termasuk kafir Quraisy. Beliau berdua menyerahkan kendaraannya 
kepada laki-laki itu (sebagai upah), dan keduanya berjanji kepadanya 
akan bermalam di gua tsaur selama tiga malam. Pada pagi yang 




َعْبدالل َرِضي الل َعْنُو قَاَل : َكاَنْت ِلرَِجاٍل ِمنَّا َفُضْوٌل َحِدْيُث َجاِبِر 
, فَ َقاُلْوا: نَ وَّا َجْرًىا بِالث ُُّلِث َوالرُّْبِع َوالنِّْصِف, فَ َقاَل النَِّب َصلَّى  أَْرِضْْيٌ
ِِب الل عليو وسلم: َمْن َكاَنْت َلُو أَْرٌض فَ ْليَ ْزَرُعَها لَِيِمنُ َها َأَخاُه فَِإنَّ أَ 
 فَ ْلَيْمَسَك أَْرِضِو )رواه البخاري و مسلم(
Jabir bin Abdullah berkata, “ada beberapa orang dari kami yang 
memiliki banyak lahan tanah. Mereka berkata,kami akan sewakan 
dengan pembagian sepertiga (hasil), seperempat atau setengah.‟ Maka 
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Nabi bersabda, barang siapa memiliki lahan hendaklah ia tanami, atau 
ia berikan kepada saudaranya untuk digarap. Jika tidak mau, 





3) Ijma‟    
Umat Islam pada masa sahabat telah berijma‟ bahwa ijarah 
dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.
83
 Tujuan dibolehkanya 
ijarah adalah dapat meringankan beban orang lain dan dapat 
mendatangkan manfaat. Dengan dibolehkannya ijarah maka orang 
yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain 
(rumah kost) dengan waktu tertentu dengan membayar uang sewa 
yang telah disepakati. Dalam berijarah diperbolehkan karena 
mengandung unsur manfaat, kejelasan dalam objek sewa serta tujuan 
dan maksud yang memungkinkan untuk diberikan dengan tidak 
mengurangi nilai barang yang dipinjam dengan pengganti (upah) yang 
jelas.   
Ajaran Islam pada prinsipnya sangat memperhatikan 
kebutuhan manusia, yang telah menjadi fitrohnya saling 
ketergantungan antara yang satu dengan yang lainhya.
84
 Definisi 
Ijarah menurut pandangan para ulama, diantaranya adalah : 
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a) Menurut Ulama Hanafiah, Ijarah adalah suatu akad yang  
1memberikan hak milik atas manfaat yang dimaksud dan tertentu 
dari barang yang disewa dengan imbalan.
85
   
b) Menurut Malikiyah, Ijarah adalah suatu akad yang memberikan 
hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa 
tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.
86
   
c) Menurut Syafi‟iyah, Ijarah adalah akad atas suatu manfaat yang 




d) Menurut Hambaliah, Ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang 
bisa sah dengan lafadz Ijarah dan kara‟ dan semacamnya.
88
   
Dari ayat-ayat Al-Qur‟an dan beberapa hadis Rasulullah SAW 
dan Ijma‟ di atas, jelas dalam akad ijarah atau sewa-menyewa hukumnya 
mubah (boleh) dengan dasar hukum, ijarah sangat kuat karena dasar 
hukum tersebut merupakan sumber utama dalam hukum islam, Ijarah 
adalah akad atas manfaat suatu barang.
89
 Jadi dalam hal ini benda yang 
menjadi objek sewa tidak boleh berkurang nilai kadar selama barang 
tersebut masih dalam waktu sewa, serta pihak penyewa wajib 
memberikan uang sewa dari objek sewa tersebut. 
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3. Rukun dan Syarat Al-Ijarah 
a. Rukun Sewa Menyewa (Ijarah) 
Sebagai sebuah transaksi umum sewa menyewa baru dianggap 
sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang 
berlaku secara umum dalam transaksi lain. Menurut Jumhur Ulama 
rukun sewa menyewa (Ijarah) adalah sebagai berikut: 
a) Orang yang berakad (Aqid) 
“Di dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut 
dengan mu'ajjir, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan 
musta'jir. Kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan 
orang yang cakap bertindak dalam hukum yaitu mempunyai 
kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk 
(berakal) serta dewasa (baligh)”.
90
 
b) Adanya akad (Ijab dan Qabul) 
 Ijab dan qabul adalah suatu ungkapan antara dua pihak 
dalam sewa menyewa suatu barang atau benda. Ijab adalah 
permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad 
dengan menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad. 
Qabul adalah kata yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya 
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c) Sewa atau imbalan (Ujrah) 
  Uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang 
tersebut disebut dengan ujrah. Pihak penyewa dan pihak yang 
menyewakan mengadakan kesepakatan mengenai harga sewa di 
mana antara keduanya terjadi penawaran. Pada dasarnya ujrah 




d) Manfaat atau obyek (Ma‟qud Alaih) 
 Ma‟qud alaih yaitu barang yang dijadikan obyek sewa 




(1) Obyek ijarah itu dapat diserahkan. 
(2) Obyek ijarah itu dapat digunakan sesuai kegunaan. 
(3) Obyek harus jelasdan terang mengenai obyek yang 
diperjanjikan. 
(4)  Dapat dimanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang 
dibolehkan oleh agama. 
b. Syarat-syarat sewa menyewa (Ijarah) 
Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad di atas 
memerlukan syarat-syarat agar unsur rukun itu dapat berfungsi 
membentuk akad. Tanpa adaya syarat-syarat yang dimaksud, rukun 
akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat 
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yang dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad Adapun 
macam-macam syarat yang dimaksud sebagai berikut: 
a) Pelaku sewa menyewa harus berakal 
Kedua belah pihak dalam melakukan akad haruslah berakal 
(waras). “Maka tidak akan sah anak kecil atau orang gila yang 
belum mumayyis.
94
 Secara umum sewa menyewa dikatakan bahwa 
para pihak yang melakukan ijarah seharusnya orang yang sudah 
memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala 




b) Ridho kedua belah pihak 
Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat 
atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini 
akad sewa menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak, kedua-
duanya atas dasar kesepakatan, baik keterpaksaan itu datang nya 
dari pihak pihak yang berakad atau dari pihak lain.
96
 
c) Objek sewa menyewa harus jelas manfaatnya 
 Barang yang disewa itu perlu diketahui mutu dan 
keadaannya demikian juga mengenai jangka waktunya, misalnya 
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d) Objek sewa menyewa haruslah terpenuhi 
Dengan demikian sesuatu yang diakadkan haruslah sesuatu 
yang sesuai dengan kenyataan (realitas), bukan sesuatu yang tidak 
berwujud dengan sifat yang gharar, maka objek yang menjadi 
transaksi diserah terimakan berikut dengan manfaatnya.
98
 
e) Objek sewa menyewa haruslah barang yang halal 
Islam tidak membenarkan sewa menyewa atau perburuhan 
yang terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya 
sewa menyewa rumah untuk perbuatan maksiat.
99
 
f) Pembayaran (uang) harus bernilai dan jelas 
 Jumlah pembayaran sewa menyewa haruslah dirundingkan 
terlebih dahulu, atau kedua belah pihak mengembalikan kepada 
adat kebiasaan yang sudah berlaku.
100
 
4. Macam-macam Al-Ijarah 
Pembagian ijarah biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek 
ijarah tersebut. Ditinjau dari segi objeknya, akad ijarah menurut Ulama 
Fiqh terbagi menjadi dua macam : 
1) Ijarah ‘ain atau sewa menyewa yang bersifat manfaat, yaitu menyewa 
dengan memanfaatkan benda yang kelihatan dan dapat dirasa. 
Contohnya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, 
dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang 
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diperbolehkan syara' untuk dipergunakan, maka jumhur ulama 
sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.
101
 
2) Ijarah immah atau sewa menyewa yang bersifat pekerjaan, yaitu 
mengupahkan benda untuk dikerjakan
102
 dengan cara mempekerjakan 
seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Sewa menyewa seperti 
ini hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, misalnya buruh 
bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang sepatu dan lain-lain. 
Sewa menyewa seperti ini ada yang bersifat pribadi, misalnya 
menggaji seorang pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam, 
serta sewa menyewa yang bersifat serikat yaitu seseorang atau 
sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang 
banyak, misalnya tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit. Kedua 
bentuk sewa menyewa terhadap pekerjaan ini hukumnya 
diperbolehkan.
103
 Akad ini dalam Madzhab Syafi‟I  hampir sama 
dengan akad pesanan (salam), yang harus diperhatikan dalam ijarah 




5. Pembatalan Atau Berakhirnya Al-Ijarah 
Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian 
yang lazim membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak karena 
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ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila di dapati hal-hal yang 
mengakibatkan atau yang mewajibkankan fasakh”.
105
 Ijarah akan 
menjadi (fasakh) batal apabila terdapat hal-hal sebagai berikut: 
1) Terjadinya cacat pada barang sewaan 
 Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi objek perjanjian 
sewa menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan 
pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian 
pihak penyewa sendiri, misalnya karena penggunaan barang tidak 
sesuai dengan peruntukan penggunaan barang tersebut. Dalam hal 
seperti ini pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan.
106
 
2) Rusaknya barang yang disewa 
 Apabila barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa 
mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat 
dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya 
terbakarnya rumah yang menjadi obyek sewa,
107
 dan demikian juga 




3) Salah satu pihak meninggal dunia, Menurut ulama Hanafiyah 
sebagaimana telah dibahas dalam sifat akad di atas, hal tersebut dapat 
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membatalkan akad. Sedangkan menurut mayoritas ulama tidak 
menyebabkan batalnya akad  
4) Masa sewa menyewa telah habis 
 Maksudnya jika apa yang menjadi tujuan sewa menyewa telah 
tercapai atau masa perjanjian sewa menyewa telah berakhir sesuai 
dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak, maka akad sewa 
menyewa berakhir.
109
 Namun jika terdapat uzur yang mencegah 
fasakh, seperti masa sewa menyewa tanah pertanian telah berakhir 
sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada ditangan penyewa 
sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini 
dimaksudkan untuk mencegah adanya kerugian pada pihak penyewa, 
yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.
110
 Namun apabila 
dalam akad sewa menyewa salah satu pihak baik penyewa maupun 
pemilik mengalami musibah yaitu kematian, maka akad sewa 
menyewa sebelum masa sewa habis akan tetap berlangsung dan 
diteruskan oleh ahli warisnya.
111
 
5) Adanya uzur 
“Maksudnya uzur adalah sesuatu halangan sehingga perjanjian 
tidak mungkin terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya, seorang 
yang menyewa toko untuk berdagang kemudian barang dagangannya 
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musnah terbakar atau dicuri orang atau bangkrut sebelum toko 
tersebut dipergunakan, maka pihak penyewa dapat membatalkan 




Sewa-menyewa sebagai akad akan berakhir sesuai kata sepakat 
dalam perjanjian. Dengan berakhirnya suatu sewa-menyewa ada 
kewajiban bagi penyewa untuk menyerahkan barang yang disewanya. 
Tetapi bagi barang-barang tertentu seperti rumah, hewan dan barang 




D. Tinjauan Pustaka 
Setelah penulis mencari hasil penelitian yang berkaitan dengan judul “ 
Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Lahan Parkir yang Telah 
Disewakan (Studi Kasus di Pasar Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo Lampung 
Selatan)” penulis menemukan beberapa jurnal atau penelitian terdahulu yang 
hampir mirip dengan penelitian ini, di antaranya adalah: 
1. Skripsi Lolyta (2014) dengan judul “Sewa-Menyewa tanah menurut Ibnu 
Hazm dalam Prespektif Fiqh Muamalah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menjelaskan dalil yang dipakai Ibnu hzm tentang sewa-menyewa tanah. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa menurut ibnu hazm penyewaan 
tanah tidak boleh dalam bentuk apapun, baik untuk pertanian, bangunan, 
atau untuk sesuatu yang lain, demikian juga dari segi waktu. Apabila 
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penyewaan itu terjadi maka ia tidak sah (faskh atau rusak akadnya). Jika 
terdapat bangunan pada tanah itu, banyak atau sedikit, bangunan itu boleh 
disewakan dan tanah itu ikut pada bangunan tetapi tidak masuk dalam 
penyewaan sama sekali. Kekuatan argumentasi yang dipakai Ibnu Hazm 
yang melarang penyewaan tanah secara mutlak berdasarkan hadits yang 
menyatakan secara tegas  dan jelas (zahir), dan urgensi pendapat Ibnu Hazm 
tentang sewa menyewa tanah selain berdasarkan zahir nash juga menurut 
akal adalah perlu adanya keadilan antara pemilik lahan dan petani 
penggarap serta menghindari unsur gharar yakni kemungkinan bisa 
merugikan pihak penyewa yaitu si petani penggarap.
 114 
2. Skripsi Husain Insawan  (2017) dengan judul “Al-Ijarah dalam Prespektif 
Hadist:  Kajian Hadist dengan Metode Maudhu‟iy. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk menemukan konsep al-ijarah dalam Prespektif Hadist Nabi 
dan untuk mengetahui kualitas suatu hadist yang membahas tentang al-
ijarah. Hasil penelitian ini menunjukan hadist yang diriwayatkan oleh 
Ahmad ibn Hanbul (164-241 H) tersebut tergolong hadits ahad masyhur dan 
berkualitas sahih berdasarkan penilaain  para ahli hadist yang menilai 
sanadnya bersambung hingga sampai kepada Rasulullah saw. Serta para 
perawi hadist tersebut tergolong adil, sabt (tsiqah), akhlaknya terpuji, 
shaduq, ashah asanid, dan a‟lam al-naas. Dengan demikian, hadist yang 
diriwayatkan Ahmad Ibn Hanbal dapat dijadikan sebagai payung hukum 
pada kegiatan al-Ijarah dengan melihat konteknya dalam kehidupan 
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kekinian. Bahwa al-Ijarah merupakan bentuk muamalah antara dua pihak 
atau lebih yang berkaitan dengan sewa-menyewa atau upah mengupah baik 
menyangkut jasa maupun produksi dan kegiatan al-Ijarah dapat dilakukan 
apabila telah memenuhi ketentuan syara‟.
 115
 
3. Skripsi Ambariyani dan Wiwik Damayanti (2017) dengan judul “Praktik 
Ijarah Jasa Pengairan Sawah dalam pandangan Ekonomi Syari‟ah (Studi 
Kasus di Kot Metro )”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 
menganalisis proses upah jasa pengairan sawah dikota metro dan untuk 
mengetahui pandangan hukum ekonomi syari‟ah tentang akad jasa di Kota 
Metro Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan akad ijarah 
dikota metro merupakan salah satu bentuk kerja sama yang dapat dilakukan. 
Ditinjau dari teori ijarah tentang pelaksaan akad  jasa yang terjadi di Kota 
Metro dilakukan dengan menyewa tenaga bekerja untuk mengairi 
persawahan selama masa tanam sampai masa panen. Adanya pelanggaran 
akad yang yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berakad menyebabkan 
rukun ijarah menjadi tidak sempurna dan menjadi akad yang fasid. Akad 
jasa ini belum memenuhi rukun dan syarat ijarah karena adanya pelanggaran 
yang dilakukan salah satu pihak yang merugikan pihak lain, yaitu adanya 
upah yangharus menjadi hak dari pengelola irigasi tidak di berikan 
meskipun dari pihak petani telah panen. Adanya permasalahan nya yang 
terjadi dalam masyarakat yang terkait dengan penanggulangi upah, 
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